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Pada tahun 2017 pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 
(PDTT) meluncuran Program Inovasi Desa (PID) sebagai program strategis pemerintah. Kegiatan utama 
dalam PID adalah kegiatan Pengelolaan Pengetahuan Inovasi Desa (PPID) yang dilaksanakan dengan 
tahapan pokok berupa penyelenggaraan Bursa Inovasi Desa yang selanjutnya disebut BID. BID 
diselenggarakan untuk membantu desa dalam meningkatkan kualiatas kegiatan-kegiatan pembangunan desa 
dan pemberdayaan masyarakat yang akan didanai oleh dana desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan BID di salah satu daerah di Jawa Timur yaitu Kabupaten 
Bojonegoro (studi pada BID cluster VI tahun 2019). Fokus penelitian ini dikaji menggunakan 10 (sepuluh) 
dari 21 (duapuluhsatu) indikator untuk mengukur efektifitas menurut Campbell dalam Sutrisno (2007:131-
133), yakni : kualitas, produktivitas, kesiapsiagaan, efisiensi, pertumbuhan, motivasi, kepuasan, internalisasi 
tujuan organisasi, konflik kohesi, dan fleksibilitas adaptasi. Subyek dari penelitian ini ditentukan dengan 
teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data,  penyajian data, 
triangulasi data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan 
BID di Kabupaten Bojonegoro khususnya pada cluster VI tahun 2019 masih kurang efektif. Dari 10 
(sepuluh) indikator penilaian efektivitas, hanya indikator kualitas dan internalisasi tujuan organisasi yang 
menunjukan penilaian cukup efektif. Penilaian pada indikator lainya menunjukan hasil yang masih kurang 
efektif. Sehingga sangat perlu ditingkatkan lagi perihal langkah sosialisasi, komunikasi, dan koordinasi antar 
aktor yang terlibat dalam pelaksanaan BID serta perlu adanya jaminan kesejahteraan yang lebih baik untuk 
anggota TPID (Tim Pelaksana Inovasi Daerah) di kecamatan. 
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Abstract 
In 2017 the government through the Ministry of Villages, Disadvantaged Regions and Transmigration 
(PDTT) launched the Village Innovation Program (PID) as the government's strategic program. The main 
activity in the PID is the Village Innovation Knowledge Management (PPID) activity which is carried out 
with the main stages of organizing the Village Innovation Exchange, hereinafter referred to as BID. BID is 
held to assist villages in improving the quality of village development activities and community 
empowerment that will be funded by village funds. The purpose of this research is to find out how effective 
the implementation of BID is in one area in East Java, Bojonegoro Regency (study on BID cluster VI in 
2019). The focus of this study was examined using 10 (ten) of 21 (twenty one) indicators to measure 
effectiveness according to Campbell in Sutrisno (2007: 131-133), namely: quality, productivity, 
preparedness, efficiency, growth, motivation, satisfaction, internalization of organizational goals, cohesion 
conflict, and adaptability flexibility. The subject of this study was determined by purposive sampling 
technique. Data collection techniques used were interviews, observation and documentation. Analysis of the 
data used is data collection, data reduction, data presentation, data triangulation and drawing conclusions. 
Based on the results of the study showed that the implementation of BID in Bojonegoro Regency, especially 
in cluster VI in 2019 was still less effective. Of the 10 (ten) indicators of effectiveness assessment, only 
indicators of quality and internalisation of organizational goals indicate that the assessment is quite effective. 
Ratings on other indicators show results that are still less effective. So it really needs to be improved again   
regarding the steps of socialization, communication, and coordination between actors involved in the 
implementation of BID and the need for a better welfare guarantee for TPID members (Regional Innovation 
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PENDAHULUAN 
Desa memiliki peranan yang sangat penting dalam 
penyelenggaraan pembangunan nasional. Sebagai level 
pemerintahan terendah, desa sebagai ujung tombak dalam 
mensejahterakan masyarakat. Segala proses baik 
penyelenggaraan pemerintah maupun pembangunan desa 
itu sendiri menjadi kegiatan yang secara langsung 
dirasakan oleh masyarakat. (Syahrizal dalam Firdaus dan 
Niswah, 2018:2). Dalam menjamin penyelenggaraan desa, 
pemerintah memberikan dukungan pendanaan melalui 
dana desa. Menurut Undang-Undang No. 06 Tahun 2014, 
dana desa merupakan dana yang dialokasikan oleh 
pemerintah pusat untuk desa yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang 
diterima oleh kabupaten/kota dan digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 
pemberdayaan masyarakat. Dana desa merupakan bentuk 
kongkrit pengakuan pemerintah terhadap hak asal-usul 
desa dan kewenangan lokal berskala desa sesuai dengan 
undang-undanng (Dana dkk, 2019:132).  
Dana desa mulai diberikan oleh pemerintah sejak 
tahun 2015 yang sampai pada tahun 2019 selalu mengalami 
kenaikan. Tidak lain ini merupakan keseriusan pemerintah 
agar pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat 
semakin berkembang menjadi lebih baik.  
 













Sumber : Katadata.com 2019 
 
Dari gambar diatas, jumlah realisasi dana desa sejak 
diimplementasikan, sebesar Rp 20,8 triliun di tahun 2015 
dan Rp 46,7 triliun atau 99,4% dari target APBN 2016. 
Pada 2017, realisasi dana desa sebesar Rp 59,8 triliun atau 
99,6% dari target APBN 2017. Kemudian di tahun 2018 
lalu realisasi dana desa mencapai Rp 59,9 triliun atau 
99,77% dari target APBN 2018. Pada tahun 2019 hingga 
bulan Agustus realisasi dana desa telah mencapai Rp 42,2 
triliun atau 60,29% dari target APBN 2019 (Jayani, 2019). 
Pemberian dana desa yang meningkat setiap 
tahunnya diharapkan dapat mewujudkan pembangunan 
desa yang berkualitas. Dampak yang paling besar dengan 
adanya dana desa adalah dalam bidang infrastruktur desa, 
namun hasil tersebut masih belum cukup karena dana desa 
diharapkan bukan hanya memberikan dampak dalam 
pembangunan infrastruktur, tetapi juga dalam 
pembangunan desa yang berbasis masyarakat berupa 
pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi 
desa yang masih perlu dimaksimalkan. Untuk 
memaksimalkan pengelolaan dana desa sangat diperlukan 
kapasitas pemerintah desa yang mampu mengelola secara 
optimal mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan 
rencana pembangunan desa tersebut. 
Kapasitas pemerintah desa dalam penyelenggaraan 
pembangunan desa masih memiliki keterbatasan. 
Keterbatasan itu terlihat  pada aparatur pemerintah desa dan 
masyarakat, serta kualitas tata kelola desa dalam mengelola 
setiap kebijakan dan regulasi. Hal tersebut berimbas pada 
perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan kegiatan 
pembangunan desa kurang memberikan dampak terhadap 
kesejahteraan masyarakat desa (Asep dan Elis, 2020:59-
60). Sejalan dengan yang disampaiakan oleh (Henriyani, 
2019:69), bahwa SDM masyarakat masih belum memadai 
untuk turut berpartisipasi mengelola, mengawasi dan 
memanfaatkan dana desa karena minimnya pengetahuan 
serta keterampilan untuk menggali serta mengembangkan 
potensi yang ada. 
Menanggapi kondisi tersebut pada tahun 2017 
pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) meluncuran 
Program Inovasi Desa (PID) sebagai program strategis 
pemerintah. Dalam regulasi terakhir yang mengatur 
mengenai pelaksanaan PID yaitu, Kepmendesa PDTT No. 
04 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Kepmendesa 
PDTT No. 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum PID 
dijelaskan bahwa peningkatan kapasitas desa dalam PID 
dilakukan melalui kegiatan Pengelolaan Pengetahuan 
Inovasi Desa (PPID) dan mempersiapkan lembaga 
Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD). 
Kegiatan tersebut untuk membantu pembangunan desa 
dengan fokus pada bidang pengembangan ekonomi lokal 
kewirausahaan, pengembangan sumberdaya manusia, dan 
infrastrukur desa, yang sejalan dengan program prioritas 
Kemendesa PDTT dalam meningkatkan produktivitas 
desa.  
Secara umum dari tahun 2017 hingga 2019 kegiatan 
PID dilakukan dengan tahapan yang tidak jauh berbeda. 
Kegiatan utama dalam PID adalah kegiatan Pengelolaan 
Pengetahuan Inovasi Desa (PPID) yang dilaksanakan 
dengan tahapan pokok berupa penyelenggaraan Bursa 
Inovasi Desa yang selanjutnya di sebut BID. 
Penyelenggaraan BID menjadi tahapan pokok ekseskusi 
kegiatan PID sebagai sebuah forum penyebaran dan 
pertukaran inisiatif atau inovasi masyarakat yang 
berkembang di desa-desa sekaligus sebagai wahana 
pertukaran pengetahuan dan inovasi desa. BID 
diselenggarakan untuk membantu desa dalam 
meningkatkan kualiatas kegiatan-kegiatan pembangunan 
desa dan pemberdayaan masyarakat yang akan didanai oleh 




kegiatan bagi pembangunan desa dan pemberdayaan 
masyarakat yang dinilai inovatif dan terbukti berhasil. 
BID diselenggarakan oleh masing-masing 
kabupaten/kota melalui Tim Inovasi Kabupaten/Kota yang 
terdiri dari perwakilan OPD, akademisi, serta perwakilan 
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati kegiatan 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang 
dinilai inovatif, terutama dalam penggunaan dana desa. 
Hingga tahun 2019 rangkaian BID sudah dilaksanakan 
sebanyak tiga kali tahun anggaran PID yaitu anggaran PID 
tahun 2017, 2018, dan 2019. Dari tiga rangkaian 
pelaksanaan BID memiliki perbedaan dalam sistem 
pelaksanaanya yang dievaluasi dari pelaksanaan BID tahun 
sebelumnya. Pelaksanaan BID yang pada tahun 2017 
dilakukan secara terpusat oleh Tim Inovasi Kabupaten di 
kabupaten, pada tahun anggaran 2018 dan 2019 BID 
dilaksanakan disetiap kecamatan atau cluster (gabungan) 
beberapa kecamatan. Hal tersebut bertujuan agar 
memaksimalkan kegiatan BID dengan pengelolaan yang 
sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa disetiap 
kecamatan, serta memudahkan mobilisasi peserta BID dari 
masing-masing desa. 
BID menjadi sebuah kegiatan yang inovatif dimana 
forum yang dihadiri pengelola kepentingan baik dari 
pemerintahan daerah, pemerintah desa dan masyarakat 
dikemas dalam konsep sebuah bursa. Diselenggarakanya 
BID diharapkan agar desa bisa memperoleh pengetahuan 
tentang kegiatan-kegiatan inovatif yang berhasil dan 
menjadi referensi untuk diadopsi atau di replikasi. 
Penyelenggaraan BID menggunakan pendekatan bursa 
atau expose/pertukaran gagasan dan inovasi desa, 
pemaparan, pengamatan,unit belajar (learning unit) atau 
jendela bursa, multimedia, bimbingan serta konsultasi. Hal 
yang paling mendasar selain pertukaran pengetahuan dan 
inovasi desa dari tujuan dilaksanakanya BID ini, adalah 
untuk menjaring komitmen pemerintah desa agar 
mengadopsi atau mereplikasi inovasi atau kegiatan 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian 
dari komitmen tersebut desa akan mengolah dan 
memasukanya kedalam RKP/APBDes tahun berikutnya 
yang kemudian direalisasikan. Tentu dalam hal ini 
penyelenggaraan BID harus benar-benar efektif karena 
sangat berpengaruh secara langsung terhadap rencana 
pembangunan desa ditahun berikutnya. 
Di Kabupaten Bojonegoro, BID tahun pertama 
dilaksanakan pada tahun 2018 diselenggrakan oleh Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) melalui 
Forum TPID Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan tersebut 
diselenggarakan secara terpusat diikuti seluruh desa di 
Kabupaten Bojonegoro. Diperkuat oleh hasil wawancara 
salah satu Staff Satker P3MD Provinsi Jawa Timur bapak 
Fajar menyatakan bahwa, pada tahun 2018 sebenarnya BID 
sudah diselenggarakan oleh masing-masing kecamatan 
atau cluster gabungan beberapa kecamatan. Namun 
beberapa daerah yang baru menyelenggarakan, sebagai 
langkah awal stimulus mereka menyelenggarakan BID 
masih secara terpusat di kabupaten salah satunya 
Bojonegoro.  
Kebaharuan program dan waktu pelaksanaan yang 
kurang tepat serta kendala teknis dalam penyelenggaraan, 
menjadi evaluasi dari BID tahun pertama 2018. Hal 
tersebut sangat berpengaruh pada proses dan hasil keluaran 
produk dari BID yang belum maksimal tercapai. Bahkan 
masih banyak desa yang kemudian menganggap kegiatan 
BID ini hanya kegiatan workshop biasa saja belum bisa 
memaknai secara penuh mengenai bagaimana kegiatan 
BID ini bisa menjadi media untuk pembangunan desa yang 
lebih baik dan inovatif. 
Berangkat dari evaluasi ditahun sebelumnya, di 
tahun 2019 TIK (Tim Inovasi Kabupaten) bersama TPID 
(Tim Pelaksana Inovasi Desa) di Kabupaten Bojonegoro 
menyelenggarakan BID secara sistem cluster gabungan 
dari beberapa kecamatan yang di bagi menjadi 7 (tujuh) 
cluster. Pelaksanaan BID disetiap cluster I-VII mulai 
diselenggarakan pada bulan Oktober 2019 dan secara 
serentak bergantian dilaksanakan di masing-masing 
cluster. Secara garis besar dalam pelaksanaan BID Tahun 
2019 dengan sistem cluster berjalan dengan baik terlihat 
dari hasil inovasi yang dipilih desa keseluruhan dalam BID 
sudah hampir mencapai sasaran prioritas PID dengan 
presentase inovasi dibidang kewirausahaan sebanyak 43%, 
bidang Infrastruktur 36,2% dan bidang PSDM 20,7%. 
Meskipun demikian tentu masih belum mencapai target 
maksimal prioritas Kemendesa PDTT dalam meningkatkan 
produktivitas desa dalam PID dimana PSDM menjadi 
prioritas inovasi diatas Infrastruktur.  
Selain itu berdasarkan data yang diambil dari 
DPMD Kabupaten Bojonegoro mengenai hasil 
pelaksanaan BID tahun 2019 masih ditemui hasil yang 
masih kurang maksimal. Dari segi pelaporan misalnya 
ternyata masih ditemui TPID yang menyetorkan hasil BID 
yang kurang sesuai dengan hasil di lapangan. Hal tersebut 
di perkuat oleh hasil wawancara dengan Admin BID 
Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 Bapak Hasan 
menyebutkan, bahwa terkait data yang dikirimkan oleh 
masing-masing TPID, beberapa kali menemui tidak sesuai 
dengan hasil BID dilapangan, ada kemungkinan juga 
karena ini kepentingan orang banyak tentu ada permainan 
kepentingan juga didalamnya. 
Hal tersebut tentunya berimbas pada hasil pelaporan 
BID yang seharusnya bisa menjadi ukuran penilaian dari 
pelaksanaan BID yang valid menjadi kurang sesuai. Bukan 
hanya itu dalam hal waktu pelaporan beberapa TPID selalu 
mengulur waktu pelaporan hingga melebihi batas yang 
ditentukan sama dengan yang terjadi pada BID tahun 2018. 
Hal tersebut tentunya akan menghambat proses evaluasi 
dari kegiatan BID yang telah dilaksanakan serta 
pengambilan langkah pengawalan. Disisi lain terkait 
tingkat partisipasi dan kartu komitmen yang terekap juga 
masih menunjukan hasil yang kurang maksimal. Berikut 














Tabel 1. Data Pelaporan BID Kabupaten Bojonegoro 
tahun 2019 
 
Sumber : DPMD Kabupaten Bojonegoro 2019 
 
Walaupun dengan sistem cluster yang diharapkan 
mampu untuk menarik partisipasi desa secara penuh namun 
dibeberapa cluster terkait partisipasi desa yang hadir dalam 
BID masih belum maksimal dengan rata rata kehadiran 
desa sekitar 85-90%, jika dibandingkan tahun 2018 dengan 
tingkat kehadiran desa mencapai 80-85% tentu sudah 
mengalami peningkatan namun masih belum signifikan. 
Selain itu berdasarkan tabel data diatas, jumlah desa yang 
berkomitmen dalam BID tahun 2019 juga mengalami 
penurunan dari tahun sebelumnya dengan jumlah rata-rata 
sekitar 75-78% dari jumlah desa yang hadir dalam BID 
secara keseluruhan, bahkan di beberapa cluster jumlah desa 
yang berkomitmen hanya sebanyak 60-65%. Salah satu 
cluster dengan jumlah partisipasi desa dan jumlah desa 
yang berkomitmen paling sedikit adalah pada cluster VI. 
Cluster VI terdiri dari 3 Kecamatan yaitu, 
Kecamatan Baureno, Kecamatan Kepohbaru, Kecamatan 
Kedungadem dengan jumlah desa sebanyak 73 Desa 
termasuk cluster dengan jumlah desa terbanyak. Daerah 
dalam cluster VI ini merupakan daerah yang dekat dengan 
perbatasan Kabupaten Bojonegoro dengan daerah 
lamongan. Sehingga memang untuk lokasi kecamatan 
berada dipinggirian kabupaten. Dalam hal tingkat 
partisipasi desa dalam BID cluster VI berdasarkan tabel 
diatas, tercatat sejumlah 58 desa dengan presentase 79,4% 
dari total jumlah desa dan desa yang berkomitmen 
sejumlah 38 desa dengan presentase 65% dari jumlah desa 
yang hadir. Jumlah tersebut terbilang masih rendah dan 
menunjukan bahwa masih kurang efektifnya pelaksanaan 
BID tahun 2019 khususnya di cluster VI dibanding cluster 
yang lain. 
Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan diatas 
membuktikan bahwa pelaksanaan BID menunjukan hasil 
yang kurang maksimal. Masih ada beberapa permasalahan 
atau kendala yang terjadi di lapangan dan secara otomatis 
tentu berpengaruh terhadap tingkat efektivitas pelaksanan 
BID.  Efektivitas sebuah program sangat penting untuk 
diperhatikan mengingat setiap kebijakan pemerintah yang 
dikeluarkan melalui program-program tentu diharapkan 
memberikan hasil yang maksimal. Penilaian tersebut 
tentang sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan bisa 
direalisasikan (Matuszak-flejszman and Szyszka, 2019). 
Dari analisis efektivitas tersebutlah akan menjadi 
pertimbangan sebagai evaluasi tentang bagaimana 
keberlanjutan program atau kegiatan kedepan.  
Penelitian terdahulu yang relevan digunakan 
peneliti sebagai acuan dalam hal menganalisis maupun 
penggunaan metode penelitian, diantaranya: penelitian dari 
Asep Nurwanda dan Elis Badriah tahun 2020 dengan judul 
Analisis Program Inovasi Desa Dalam Mendorong 
Pengembangan Ekonomi Lokal Oleh Tim Pelaksana 
Inovasi Desa (PID) Di Desa Bangunharja Kabupaten 
Ciamis, dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara. 
Kemudian penelitian dari Desy Amelia Nurgiarta tahun 
2018 dengan judul  Pemberdayaan Masyarakat Melalui 
Program Inovasi Desa (PID) di Desa Labuhan Kecamatan 
Berondong Kabupaten Lamongan, dalam Skripsi 
Universitas Negeri Surabaya. Kedua penelitian tersebut 
membahas mengenai pelaksanaan Program Inovasi Desa 
(PID) dan menunjukan sejauh mana program tersebut 
mampu memberikan dampak yang positif bagi desa.  
 Dari uraian diatas mengenai pelaksanaan BID di 
Kabupaten Bojonegoro dan acuan penelitian terdahulu, 
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 
pengukuran efektivitas pelaksanaan BID di Kabupaten 
Bojonegoro khususnya di Cluster VI tahun 2019. 
Penelitian ini akan dikaji menggunakan 10 dari 21 
indikator untuk mengukur efektifitas menurut Campbell 
dalam Sutrisno (2007:131-133), yang terdiri dari : kualitas, 
produktivitas, kesiapsiagaan, efisiensi, pertumbuhan, 
motivasi, kepuasan, internalisasi tujuan organisasi, konflik 
kohesi, dan fleksibilitas adaptasi. Indikator tersebut, akan 
digunakan peneliti untuk mengetahui bagaimana 
Efektivitas Pelaksanaan Bursa Inovasi Desa (BID) di 
Kabupaten Bojonegoro (Studi Pada Bursa Inovasi Desa 
Cluster VI Tahun 2019). 
METODE 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan metode 
kualitatif. Penelitian ini mendeskripsikan serta mengkaji 
tentang  Efektivitas Pelaksanaan Bursa Inovasi Desa (BID) 
di Kabupaten Bojonegoro (Studi Pada Bursa Inovasi Desa 
Cluster VI Tahun 2019). Sedangkan fokus penelitian akan 
dikaji menggunakan 10 (sepuluh) dari 21 (duapuluhsatu) 
indikator untuk mengukur efektifitas menurut Campbell 
dalam Sutrisno (2007:131-133), Indikator yang dipilih 
semaksimal mungkin disesuaikan dengan sistem 
berjalanya program dan fokus permasalahan penelitian, 
yakni : kualitas, produktivitas, kesiapsiagaan, efisiensi, 
pertumbuhan, motivasi, kepuasan, internalisasi tujuan 
organisasi, konflik kohesi, dan fleksibilitas adaptasi 



















59 57 96,6% 50 87,7% - 
2. Cluster 
2 
47 43 91,5% 27 62,7% - 
3. Cluster 
3 
56 56 100% 42 75% - 
4. Cluster 
4 
46 46 100% 46 100% - 
5. Cluster 
5 




73 58 79,4% 38 65,5%  
7. Cluster 
7 
64 47 73,4% 34 72% -1 Kec 
(17) 





Sementara itu, sumber data yang digunakan dalam 
penelitian ini terdiri dari data primer yaitu data yang 
diambil langsung dari pihak pertama atau informan yang 
terlibat langsung dalam kegiatan BID  cluster VI dengan 
teknik penentuan sampel purposive sampling. Selain itu 
sumber data dalam penelitian ini juga dari data skunder 
berupa  artikel-artikel dalam jurnal ilmiah, publikasi 
pemerintahan, hasil survei terdahulu, laporan-laporan serta 
dokumen lainya yang berhubungan dengan pelaksanaan 
BID cluster VI. Dalam proses pengumpulan data agar bisa 
diperoleh secara maksimal, digunakan teknik pengumpulan 
data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. 
Informan penelitian sebagai subyek wawancara secara 
langsung ditujukan kepada :  
1. Bapak Fatkur selaku PIC BID tahun 2019 
2. Bapak Yahya selaku Ketua Pelaksana BID cluster 
VI sekaligus ketua TPID Kecamatan Kepohbaru 
3. Bapak Farid Selaku Ketua TPID Kecamatan 
Kedungadem 
4. Perwakilan peserta BID yang terdiri dari Desa 
Sidomulyo Bapak Irfan, Desa Sidorejo Bapak 
Antok, Desa Jipo Bapak Syahudi, dan Desa 
Sidomukti Bapak Abdul Aziz. 
Selanjutnya untuk teknik analisis data menggunakan 
metode menurut (Miles dan Huberman, 2012), meliputi : 
pengumpulan data, reduksi data,  penyajian data, 
triangulasi data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Dari hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan, 
maka dapat dilakukan sebuah analisis Efektivitas 
Pelaksanaan Bursa Inovasi Desa (BID) di Kabupaten 
Bojonegoro (Studi Pada Bursa Inovasi Desa Cluster VI 
Tahun 2019) dengan menggunakan 10 (sepuluh) dari 21 
(duapuluhsatu) indikator untuk mengukur efektifitas 
menurut Campbell dalam Sutrisno (2007:131-133), yakni : 
kualitas, produktivitas, kesiapsiagaan, efisiensi, 
pertumbuhan, motivasi, kepuasan, internalisasi tujuan 
organisasi, konflik kohesi, dan fleksibilitas adaptasi. 
Berikut ini penjelasanya : 
1. Kualitas 
Menurut Campbell dalam Sutrisno (2007:131-133) 
kualitas diartikan sebagai tingkatan kesesuaian jasa atau 
produk utama yang dihasilkan dengan kebutuhan sasaran 
program. Kualitas merupakan karakteristik sebuah produk 
atau jasa yang memiliki kemampuan untuk mencukupi 
kebutuhan pelanggan/kelompok sasaran (Haryanto, 
2013:1466). Kualitas menunjukan terjaminya output 
didalam sebuah program atau kegiatan yang dilakukan. 
Dari hasil wawancara yang diperoleh peneliti, dalam hal 
kualitas pengukuran dilihat dari segi kualitas menu inovasi 
yang disajikan dalam BID, karena ini sangat berpengaruh 
dengan hasil komitmen replikasi inovasi oleh desa. Menu 
inovasi merupakan sebuah kumpulan referensi inovasi 
yang disajikan dalam bursa sebagai menu yang akan dipilih 
dan dituliskan kedalam kartu komitmen oleh peserta BID 
yang hadir. Untuk melihat sejauh mana kualitas menu 
inovasi dapat diamati dalam proses penyusunan menu 
inovasi tersebut. 
Dalam prosesnya menu inovasi terdiri dari menu 
nasional dan menu lokal. Menu nasional merupakan menu 
yang disiapkan oleh Kemendesa PDTT dari data inovasi 
seluruh indonesia hasil dari kartu IDE pada BID tahun 
sebelumnya. Menu nasional yang diverifikasi dan dipilih 
oleh kementrian pusat kemudian didistribusikan kepada 
setiap kabupaten dan di distribusikan pula kepada TPID. 
Dalam proses penyeleksian tersebut sudah disesuaikan 
dengan prioritas dalam Program Inovasi Desa (PID) yaitu 
terbagi menjadi 3 (tiga) bidang kewirausahaan, 
pengembangan SDM, dan Infrastruktur. Sedangkan menu 
lokal adalah menu inovasi yang diperoleh dari proses 
capturing (pendokumentasian) didesa perwakilan setiap 
kecamatan yang sudah berhasil diterapkan. Menu inovasi 
lokal melewati tahap yang dimulai dari TPID yang 
mengajukan menu inovasi untuk di-capturing kepada Tim 
Inovasi Kabupaten (TIK). Dari Tim Inovasi Kabupaten 
kemudian memilah  dan menentukan dinovasi tersebut 
sesuai dengan yang dibutuhkan oleh desa di cluster VI. 
Kemudian dilakukan capturing di desa yang sudah di 
verifikasi oleh TIK.  
Melihat dari setiap proses persiapan menu inovasi 
bisa disimpulkan baik menu inovasi nasional maupun lokal 
sudah disiapkan sebaik mungkin dengan penyeleksian 
sesuai dengan regulai yang berlaku. Dan dilihat dari menu 
inovasi yang dibursakan pada BID cluster VI dari menu 
inovasi lokalnya juga sudah disiapkan dengan baik sesuai 
potensi yang dimiliki oleh desa setempat, dan proses 
capturing juga dilakukan sesuai prosedur dan penilaian 
yang sudah sesuai dan kemudian ditampilkan di BID. 
Karena karakteristik dalam satu cluster tidak jauh berbeda 
dengan adanya menu inovasi lokal tersebut sangat 
memungkinkan untuk direplikasi oleh  desa setempat. 
Dengan demikian kualitas produk yang dihasilkan berupa 
menu inovasi yang ditampulkan sudah baik, meskipun 
masih ada beberapa desa yang tidak berkomitmen baik 
karena belum menemukan inovasi yang sesuai ataupun 
kendala komunikasi serta koordinasi pada waktu 
palaksanaan kegiatan. 
2. Produktivitas 
Menurut Campbell dalam Sutrisno (2007:131-133) 
produktivitas merupakan pengukuran untuk sebuah 
kuantitas/jumlah atau volume produk atau jasa utama yang 
dihasilkan dalam sebuah organisasi. Produktivitas juga 
didefinisikan sebagai hasil antara output/produk yang 
dikeluarkan dengan input yang menggunakan sumber daya 
manusia (Firdiyanti, 2017:3). Berdasarkan produk utama 
yang dihasilkan dari pelaksanaan BID khususnya di cluster 
VI bisa dianalisis berdasarkan kelengkapan 
keanekaragaman menu inovasi, media bursa yang 
disiapkan oleh TPID dan kartu komitmen yang dihasilkan. 
Sesuai dengan Panduan Teknis Pelaksanaan BID tahun 
2019, menu inovasi terbagi menjadi 3 (tiga) bidang sesuai 
dengan sasaran prioritas PID yaitu inovasi dibidang 
kewirausahaan, pengembangan SDM, dan infrastruktur.  
Dari hasil wawancara  yang diperoleh peneliti, pada 
pelaksanaan BID cluster VI untuk menu inovasi yang 
ditampilkan baik menu nasional dan menu lokal sudah 
memenuhi bidang kegiatan sesuai dengan panduan BID 
tersebut. Setiap bidang kegiatan yang dibursakan 




disiapkan yaitu bilik kewirausahaan, pengembangan 
SDM/pemberdayaan, dan infrastruktur, berikut gambar 
bilik di BID cluster VI : 
 
Gambar 2. Bilik Menu Inovasi BID cluster IV 












Sumber : Arsip Dokumentasi BID cluster VI 
 
Disetiap bilik tersebut berisi media bursa agar lebih 
mudah untuk dipahami oleh peserta yang terdiri dari 
banner, penampilan video, serta poster pamflet yang 
diberikan untuk peserta, dan juga dari panitia bursa juga 
menyiapkan stan pameran produk asli masyarakat berupa 
makanan, minuman, kerajinan dari wilayah cluster VI. 
Selain kegiatan yang berfokus dalam bilik ada juga 
penampilan video bersama 3 (tiga) menu inovasi nasioanal 
dan 3 (tiga) lokal yang dipresentasikan oleh Bapak Fatkur 
selaku PIC BID.  
Namun tanggapan dari beberapa peserta yang hadir 
masih menunjukan bahwa mereka masih minim 
mengetahui tentang menu inovasi dan kegiatan lainya yang 
berusaha disajikan oleh panitia pelaksana. Menu inovasi 
yang ditampilkan hanya menu lokal karena peserta kurang 
bisa fokus dan terarah sehingga yang dipahami hanya menu 
inovasi lokal. Sedangkan menu yang lainya mungkin 
memang ada namun tidak ditampilkan dengan baik 
sehingga yang dipahami peserta, hanya tampilan yang 
paling dominan yaitu menu lokal. Berikut beberapa sampel 
menu inovasi lokal yang di capturing pada BID cluster VI: 
1. Modal Usaha Sayur Keliling dan Sablon dari Desa 
Mojosari 
2. Posyandu Lansia dari Desa Ngranggonganyar 
3. Energi Tepat Guna Dari Limbah Kotoran Sapi  dan 
Wisata Waduk Dari Desa Sidomukti 
4. Wisata Pemancingan Embung dari Desa Duwel 
5. Olahan Kripik Kelur Singkong dan Seni Tari 
Jaranan dari Desa Panjang. 
Sebenarnya kelengkapan menu inovasi sudah baik 
mulai dari menu inovasi kewirausahaan, pengembangan 
SDM/pemberdayaan, dan infrastruktur, namun menu yang 
disediakan masih kurang sesuai dengan keadaan desa 
setempat ditambah lagi fokus pembangunan desa juga 
berbeda beda. Hal tersebut menyebabkan beberapa desa 
enggan untuk mengisi kartu komitmen karena belum 
menemukan ide inovasi yang sesuai keadaan. Seperti yang 
terjadi pada Desa Jipo Bapak Syahudi menyampaikan 
memang belum menemukan inovasi yang sesuai dan 
keadaan desa masih fokus pada pembangunan pasar desa. 
Sesuai data yang didapatkan dari  pelaporan BID di 
DPMD, jumlah desa yang berkomitmen di BID cluster VI 
hanya sebanyak 65,5% dari desa yang hadir. Jumlah 
tersebut terbilang masih kurang karena memang dari tujuan 
dilaksanakanya BID agar setiap desa bisa berkomitmen 
untuk mereplikasi inovasi yang dibursakan. Melihat dari 
kondisi tersebut bisa disimpulkan dalam hal tingkat 
produktivitas dari menu inovasi sudah tersedia dengan baik 
namun dari segi produktivitas kartu komitmen pada 
pelaksanaan BID cluster VI masih cukup rendah. Hal 
tersebut makin terlihat jika kita melihat produktivitas menu 
inovasi yang sudah baik seharusnya bisa berpengaruh 
dengan hasil kartu komitmen secara maksimal namun 
hasilnya pada BID cluster VI masih terbilang cukup 
rendah, apalagi jika dibandingkan dengan cluster yang lain.   
3. Kesiapsiagaan 
Menurut Narieswari dalam  Ula dkk (2019:107) 
dalam konsep penanganan bencana, kesiapsiagaan 
diartikan sebagai tindakan yang dilakukan untuk 
mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana dengan 
pengorganisasian dan langkah yang sesuai. Hal tersebut 
sejalan dengan pendapat Campbell dalam Sutrisno 
(2007:131-133) yang mendefinisikan kesiapsiagaan 
dengan penilaian menyeluruh mengenai kemungkinan 
bahwa organisasi mampu menyelesaikan suatu tugas 
khusus dengan baik. Secara sederhana penilaian mengenai 
kesiapsiagaan dalam pelaksanaan BID cluster VI dianalisis 
melalui bagaimana persiapan sebelum kegiatan 
berlangsung, penanganan dan mobilisasi selama kegiatan 
berlangsung serta susunan kepengurusan BID cluster VI. 
Dari hasil wawancara yang diperoleh peneliti, 
dimulai dari persiapan BID atau kegiatan pra BID salah 
satu strategi dari panitia pelaksana yaitu TPID adalah 
melakukan sosialisasi dan pendistribusian menu inovasi ke 
desa desa. Kegiatan tersebut dilakukan juga bersama 
pendamping desa. Namun pada pelaksanaanya ternyata 
belum berjalan maksimal, dari hasil wawancara yang 
dilakukan dengan beberapa desa diwilayah cluster VI 
mereka menyampaikan bahwa tidak ada sama sekali 
kegiatan tersebut. Kegiatan sosialisasi hanya berupa 
penyerahan undangan sedangkan pendistribusian menu 
inovasi belum ada. Bahkan ada beberapa desa yang tidak 
hadir dalam BID salah satunya dari Desa Sidomulyo, pihak 
desa tersebut tidak menerima undangan dan tidak 
mengetahui ada kegiatan BID tersebut, dari pendamping 
desa pun kurang melakukan komunikasi mengenai 
informasi pelaksanaan BID. Ini menandakan bahwa 
memang dalam proses sosialisasi di kegiatan pra BID 
masih perlu adanya evaluasi, utamanya adalah dari langkah 
TPID dan pendamping desa. Wilayah cluster VI yang 
paling dominan banyak kendala dalam proses sosialisasi 
adalah Kecamatan Kedungadem. 
Banyak faktor yang menyebabkan proses sosialisasi 
tidak berjalan dengan maksimal, kendala dalam sosialisasi 
yang paling sering adalah karena lokasi yang jauh dan 
medan yang masih sulit untuk dijangkau. Bahkan 
pendamping desa yang seharusnya mampu untuk 
menjangkau desa desa tersebut masih kurang maksimal 
dalam melakukan sosisalisasi. Bukan hanya itu,  
keberhasilan sosialisasi juga tergantung dari pelaksana 
TPID masing masing kecamatan, sejalan dengan pendapat 
Ketua pelaksana BID Bapak Yahya, untuk sosialisasi dan 




tanggung jawab TPID masing-masing kecamatan dan 
pendamping desa. Jadi kembali lagi pada TPID dan 
pendamping desa dalam melakukan tanggung jawab 
tersebut seperti apa.  
Selain itu, dari segi proses pelaksanaan BID, 
penyampaian menu inovasi yang di sediakan belum 
tersampaiakan dengan baik karena kondisi  acara yang 
kurang jelas, saling bersuara dan pelaksana kegiatan 
kurang bisa mengatur kebisingan. Hal tersebut sejalan 
dengan yang disampaikan oleh Bapak  Fatkur selaku PIC 
BID yang ikut serta hadir di BID cluster VI, bahwa 
memang keadaaan terkesan kurang tertib karena strategi 
panitia cluster VI memang dengan mendahulukan kegiatan 
kunjungan konsultasi agar banyak komitmen yang bisa 
terjaring, namun banyak peserta yang hadir dengan tidak 
tepat waktu. Beberapa desa datang ketika acara sambutan 
dimulai, imbasnya kegiatan menjadi tumpang tindih antara 
menulis kartu komitmen, konsultasi dan mendengarkan 
sambutan-sambutan. Akhirnya peserta yang hadir kurang 
begitu memperhatikan dan pulang begitu saja setelah 
kegiatan sambutan selesai karena mengira acara memang 
sudah selesai.  Salah satu peserta Kepala Desa Sidorejo 
Bapak Antok, dalam wawancara yang dilakukan peneliti 
juga menyampaikan menyayangkan sikap panitia 
pelaksana BID. Seakan kurang cakap dan terkesan acuh 
dalam menyambut dan mengarahkan peserta yang hadir, 
dan juga proses konsultasi tidak berjalan dengan lancar 
karena keadaan yang kurang terarah.  
Dalam hal struktur susunan/birokrasi kepengurusan 
BID cluster VI juga dapat dianalisis mengenai kesiapan 
dalam mobilisasi masa. Keberhasilan sebuah program atau 
kebijakan sangat dipengaruhi oleh struktur 
kepengurusan/birokrasinya (Aisyah dkk, 2017:3) Berikut 
gambar sususnan kepengurusan  BID cluster VI : 
 
Gambar 3. Susunan Kepengurusan BID cluster IV 


















Sumber: Dokumentasi Peneliti 
 
Dari gambar diatas dapat dilihat mengenai 
pembagian tanggungjawab/tugas dengan membagi dalam 
bentuk seksi-seksi, namun diantara semua seksi yang sudah 
terbagi, seksi yang bertanggungjawab mengenai jalanya 
acara dan kondisi lapangan masih belum ada. Seperti 
kegiatan pada umumnya ada istilah seksi acara dan 
koordinator lapangan, kedua unit tersebut merupakan 
ujung tombak dalam mengatur jalanya acara. Dengan 
adanya kedua unit tersebut akan membuat jalanya acara 
bisa lebih dikendalikan karena unit tersebut bisa  fokus 
mengenai kelancaran jalanya acara. Jika tugas tersebut 
tidak dikhususkan tersendiri tentu akan menyebabkan acara 
menjadi kurang lancar karena fokus seksi-seksi akan 
terpecah dengan tanggung jawab prioritasnya masing-
masing.  
Dengan demikian dapat disimpulkan dalam proses 
persiapan kegiatan, penanganan serta mobilisasi peserta 
dalam BID cluster VI masih berjalan dengan kurang baik. 
Selain itu masih belum adanya seksi/unit khusus yang 
fokus mengatur jalanya acara juga menjadi hal yang 
saangat berpengaruh terhadap kelancaran acara. Beberapa 
hal tersebut berakibat kurang maksimalnya kartu komitmen 
yang terdata/tertulis oleh desa, dimana seharusnya kartu 
komitmen ini menjadi keluaran utama dalam kegiatan BID 
ini.        
4. Efisiensi 
Efisiensi merupakan hubungan antara output berupa 
barang atau jasa yang dihasilkan dengan sumber daya yang 
digunakan untuk menghasilkan output tersebut (Paat dkk, 
2019: 2982) . Mengenai tingkat efisiensi pelaksanaan BID 
dianalisis dengan melihat perbandingan hasil pencapaian 
pelaksanaan BID terhadap biaya/sumber daya yang 
dibutuhkan untuk mencapai hasil tersebut. Besaran output 
dan input yang dihasilkan dianalisis dari segi peserta dan 
pelaksana BID. Sesuai  hasil wawancara yang diperoleh  
peneliti, besaran usaha yang dilakukan desa sebenarnya 
tidak banyak, hanya perlu datang memenuhi undangan dan 
berpartisipasi aktif. Panitia pelaksana sudah menyiapkan 
menu inovasi yang ditampilkan sebagai wawasan untuk 
peserta, selanjutnya memang bergantung kepada masing 
masing peserta menyikapi apa yang sudah ditampilkan dan 
disediakan oleh panitia pelaksana. Namun masih 
ditemukan juga keluhan beberapa peserta, bahwa 
sebenarnya jika kegiatan diarahkan dengan baik akan 
berjalan secara maksimal namun karena mobilisasi peserta 
dan waktu juga kurang sesuai menyebabkan kegiatan 
berjalan kurang maksimal. 
Dari segi  pelaksana kaitanya dengan anggaran, 
hampir setiap pengeluaran untuk kegiatan BID saja disetiap 
cluster masing-masing kurang lebih menyerap anggaran 
sekitar 30 juta. Pada pelaksanaan BID di cluster VI sendiri 
sesuai DOK BID Cluster VI tahun 2019 menyerap 
anggaran sebesar Rp 31.665.450,00, berikut gambar 















Gambar 3. Rincian KAS Umum BID Cluster VI 






















Sumber: Dokumentasi Peneliti 
    
Dari total anggaran tersebut khususnya di cluster VI 
panitia pelaksana sudah berusaha menjalankan kegiatan 
BID sesuai RAB yang sudah dibuat dan hasil akhirnya juga 
secara garis besar sudah sesuai. Namun ada satu hal yang 
mungkin sangat mempengaruhi kinerja TPID yaitu perihal 
tunjangan kesejahteraan/honor, sangat wajar jika tunjangan 
kesejahteraan/honor menjadi hal yang diperhitungkan 
dalam melaksankan pekerjaan, namun dalam 
melaksanakan pekerjaan TPID hanya difasilitasi anggaran 
oprasional, anggaran oprasional hanya diberikan sesuai 
perhitungan kebutuhan kegiatan bukan sebagai fasilitas 
tunjangan untuk anggota. Padahal selama kegiatan TPID 
berjalan banyak sekali pengeluaran tidak terduga dan juga 
waktu serta pikiran yang terforsir seperti hanya dilakukan 
secara sukarela. Bahkan juga karena anggota TPID 
merangkap dengan pekerjaan lain terkadang diwaktu 
tertentu juga mengharuskan untuk menunda pekerjaan 
tersebut demi kelancaran pekerjaan TPID. Hal ini menjadi 
sesuatu yang dikeluhkan oleh TPID karena memang wajar 
dan sangat manusiawi, bahkan dari wawancara dengan 
Ketua Pelaksana BID cluster VI Bapak Yahya 
menyampaiakan bahwa jika BID akan diadakan lagi 
kemungkinan besar anggota yang sebelumnya enggan 
untuk berpartisipasi kembali menjadi TPID jika kendala 
tentang honor masih sama. 
Secara keseluruhan efesiensi anggaran memang 
masih belum sesuai, seharusnya anggaran yang 
dikeluarkan dalam PID dan BID kemungkinan masih bisa 
untuk dipangkas, sebagai contoh dalam kegiatan capturing 
(dokumentasi inovasi di perwakilan desa berupa video) 
seharusnya bisa dilakukan tanpa mengambil pos anggaran 
dari PID karena desa sudah semestinya bisa melakukan 
capturing sendiri walaupun mungkin tetap didampingi dan 
dibantu oleh TPID, sehingga TPID bisa langsung 
menerima hasil capturingnya tanpa harus mengeluarkan 
biaya dalam pelaksanaan capturing. Dengan demikian dari 
beberapa temuan yang diperoleh peneliti melalui 
wawancara dengan beberapa pihak peserta dan pelaksana 
BID khususnya di cluster VI memang dari segi peserta 
kegiatan BID sudah cukup efisien dilaksanakan walaupun 
mungkin masih ada kekurangan. Sedangkan dari segi 
pelaksana kaitanya dengan pengelolaan anggaran masih 
ditemui beberapa kendala yang sudah pasti mempengaruhi 
hasil dari kegiatan BID seperti perihal tunjangan 
kesejahteraan/honor TPID dan juga tentang pemangkasan 
anggaran lainya. 
5. Pertumbuhan 
Didalam konteks organisasi, pertumbuhan 
merupakan salah satu indikator penting dari kinerja 
organisasi secara keseluruhan (Haque dkk, 2016:7). 
Menurut Campbell dalam Sutrisno (2007:131-133) 
pertumbuhan dilihat sebagai suatu perbandingan antara 
keadaan organisasi masa sekarang dengan keadaan masa 
lampau. Pada pelaksanaan BID tahun 2019 sudah banyak 
mengalami perubahan yang cukup baik dibandingkan pada 
pelaksanaan BID tahun 2018. Sesuai hasil wawancara yang 
diperoleh peneliti, pada tahun kedua dilaksanakanya BID 
sudah cukup banyak perubahan yang dilakukan evaluasi 
dari tahun 2018, mulai dari sistem pelaksanaan yang 
berubah yang awalnya terpusat menjadi sitem cluster yang 
terdiri dari beberapa kecamatan untuk melaksanakan BID 
secara mandiri. Hal ini dilakukan agar kegiatan BID bisa 
menjangkau seluruh desa serta memperbesar kemungkinan 
BID bisa lebih menyesuaikan dengan kebutuhan desa 
karena kondisi desa masih sama-sama satu geografis. 
Selain itu, pada tahun 2019 para aktor pelaksana BID 
berusaha semaksimal mungkin untuk menyesuaikan 
langkah dan strategi pelaksanaan. Seperti pembuatan bilik-
bilik konsultasi sesuai dengan bidang inovasi, dan langkah 
sosialisasi pendistribusian menu inovasi sebelum BID. 
Semua itu dilakukan agar output replikasi kartu komitmen 
yang masuk dalam APBDes bisa menjadi lebih banyak. 
 Dari upaya perbaikan tersebut ternyata masih 
ditemukan hasil yang kurang maksimal, sesuai data dari 
DPMD Kabupaten Bojonegoro yang diperoleh, pada 
tingkat partisipasi kehadiran desa di BID 2019 rata rata 
sekitar 85-90%, jika dibandingkan tahun 2018 dengan 
tingkat kehadiran desa mencapai 80-85% tentu sudah 
mengalami peningkatan namun masih belum signifikan. 
Selain itu jumlah desa yang berkomitmen dalam BID tahun 
2019 juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 
dengan jumlah rata-rata sekitar 75-78% dari jumlah desa 
yang hadir dalam BID secara keseluruhan, bahkan di 
beberapa cluster jumlah desa yang berkomitmen hanya 
sebanyak 60-65%, salah satunya pada pelaksanaan BID di 
cluster VI.  
Disisilain, pelaksanaan BID di cluster VI dalam 
aspek kinerja TPID sudah mengalami perkembangan yang 
signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang lalu. 
Perkembangan tersebut bisa dilihat dari kinerja TPID pada 
2018 yang lalu hanya sebatas pengkoordinir bersama 
pendamping desa untuk mensosialisasikan kegiatan BID 
yang dilaksanakan secara terpusat. Sedangkan pada tahun 
2019 TPID benar-benar menjalan tugas sesuai dengan 
Petunjuk Teknis Oprasional PID 2019, yaitu diantaranya 
mengadakan capturing, melakukan sosialisasi, dan 




kecamatan. Hal ini menunjukan bahwa dari segi 
pertumbuhan BID dalam persiapan dan sistem sudah 
mengalami peningkatan yang baik, namun dalam hal hasil 
berupa tingkat partisipasi dan jumlah kartu komitmen 
belum nenunjukan perkembangan yang signifikan. 
6. Motivasi  
Menurut Limakrisna dalam Maulana dkk (2019:80) 
motivasi merupakan sebuah dorongan dalam diri yang 
mampu menggerakkan perilaku dan memberikan arah dan 
tujuan pada perilaku seseorang. Motivasi sendiri memiliki 
berhubungan positif dengan komitmen organisasi, 
ketekunan dan kinerja, serta keterlibatan perilaku di dalam 
organisasi (Jabagi dkk, 2019:5) Sejalan pengertian 
tersebut, motivasi berarti adanya kecenderungan seseorang 
untuk melibatkan dirinya dalam sebuah kegiatan yang 
terarah, karena perasaan dorongan untuk mencapai sebuah 
tujuan dari kegiatan tersebut. Dalam pelaksanaan BID 
keberhasilan diukur dari bagaimana tingkat motivasi 
peserta BID untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan 
tujuan dari BID. 
Dari hasil wawancara yang diperoleh peneliti, 
secara garis besar peserta yang hadir sudah menunjukan 
tumbuhnya motivasi untuk berusaha menggali inovasi desa 
dengan replikasi kartu komitmen yang sudah difasilitasi 
oleh panitia pelaksana. Namun beberapa peserta walaupun 
termotivasi namun masih ada beberapa peserta yang tidak 
mengisi kartu komitmen salah satunya  dari Desa Jipo. 
Semangat dalam mengembangkan inovasi selama kegiatan 
BID tentu tumbuh namun kembali lagi menyesuaikan 
keadaan desa, dan juga memang dari menu yang 
ditampilkan dari Desa Jipo masih belum menemukan 
inovasi yang sesuai. Ditambah lagi, fokus pembangunan 
desa juga memang sedang fokus pembangunan 
infrastruktur karena dinilai masih kurang pembangunanya 
bagi masyarakat.  
Rangkaian kegiatan BID  serta bagaimana kegiatan 
tersebut dilaksanakan menjadi aspek yang terpenting juga, 
karena panitia pelaksana juga bertanggung jawab dengan 
jalanya konsultasi mengenai inovasi serta memilih 
komitmen dari menu inovasi yang disediakan agar sesuai. 
Beberapa desa menanggapi bagaimana pelaksanaan BID, 
mereka menilai memang masih kurang maksimal. Respon 
peserta dalam BID berbeda-beda ada yang memang 
berpartisipasi aktif dan ada yang kurang, hal tersebut bisa 
terjadi karena bagaimana mobilisasi peserta serta keadaan 
yang kurang bisa terarah membuat beberapa desa kurang 
tertarik dengan rangkaian acara yang ditampilkan karena 
keadaan tidak mendukung. Terkait motivasi tentu 
termotivasi tetapi kembali lagi karena kondisi yang kurang 
terarah membuat beberapa peserta salah satunya dari Desa 
Sidorejo menjadi kurang berminat berpartisipasi secara 
aktif dalam kegiatan.  
Dengan demikian menandakan bahwa tingkat 
motivasi peserta berbeda beda khususnya di cluster VI, 
tergantung bagaimana mereka berpartisipasi selama 
kegiatan. Secara garis besar pesrta yang hadir sudah 
termotivasi namun hasil tersebut dirasa masih kurang 
masksimal, jika dilihat dari tanggapan beberapa peserta 
yang tidak mengisi kartu komitmen mengeluhkan juga 
perihal proses jalanya acara yang kurang terarah, sehingga 
konsultasi dan komunikasi belum terlaksana dengan baik. 
Secara otomatis hal tersebut mempengaruhi peserta dalam 
memilih menu inovasi yang ditampilkan. Selain itu, 
kembali lagi kepada masing masing desa sebagai peserta 
menanggapi kegiatan BID ini karena setiap desa tentunya 
memiliki kepentingan yang berbeda beda dalam mengelola 
pembangunan. 
7. Kepuasan 
  Menurut Kotler dalam Kurbani (2017:25) 
kepuasan merupakan tingkat perasaan seseorang setelah 
membandingkan kinerja (hasil) yang dirasakan dengan 
harapannya. Kaitanya dengan pelaksanaan BID, kepuasan 
yang dimaksud adalah tingkat kesenangan dan rasa 
terpenuhinya keinginan yang diharapkan baik peserta 
maupun pelaksana kegiatan BID. Dari hasil wawancara 
yang diperoleh peneliti, tingkat kepuasan peserta dalam 
kegiatan BID di cluster VI secara garis besar desa yang 
hadir sudah menilai cukup puas. Semua kegiatan secara 
keseluruhan sudah terlaksana sesuai dengan yang 
direncanakan serta jika dilihat dari respon peserta yang 
hadir, nilai positifnya lebih banyak dari pada nilai 
negatifnya. Karena yang hadir dari banyak desa tentu 
tanggapan mereka berbeda beda, beberapa desa 
menanggapi dengan baik kegiatan BID seperti yang 
disampaikan peserta dari Desa Jipo Bapak Syahudi bahwa, 
sudah cukup puas dengan kegiatan yang disiapkan oleh 
panitia pelaksana, penilaianya adalah 9 (sembilan) bintang 
dari 10 (sepuluh) bintang penilaian. Disisi lain peserta dari 
Desa Sidorejo Bapak Antok menyampaikan hal yang 
berbeda mengenai kepuasan, bahwa masih kurang puas 
dengan kegiatan BID karena memang kurang terarah dan 
kurang jelas, penilaian yang diberikan adalah 3 (tiga) 
bintang penilaian. 
Selain itu dari Desa Sidomukti Bapak Abdul Aziz 
menyampaiakan cukup puas dengan memberikan penilaian 
7 (tujuh) bintang penilaian. Dengan demikian dalam hal 
kepuasan pelaksanaan BID sudah menunjukan kepuasan 
yang cukup dari peserta namun memang masih ada 
beberapa desa yang memberikan penilaian rendah terkait 
kepuasan selama kegiatan. Jika dilihat dari panitia 
pelaksana juga mererka menyampaikan sudah cukup puas 
dengan kegiatan yang sudah terlaksana karena sudah sesuai 
rencana. Namun terkait kesejahteraan TPID sebagai tenaga 
pelaksana mengeluhkan masih kurang puas, wajar memang 
anggota TPID juga mengharapkan kesejahteraan lebih baik 
karena memang pekerjaan yang dilakukan cukup menguras 
tenaga dan pikiran. Secara tidak langsung sebenarnya hal 
tersebut juga mempengaruhi kinerja TPID sebagai panitia 
pelaksana BID, sehingga kegiatan masih belum bisa 
dilaksanakan secara maksimal dan masih menimbulkan 
ketidakpuasan peserta terhadap pelaksanaan BID.  
8. Internalisasi Tujuan Organisasi 
  Internalisasi berasal dari kata (internalization) 
merupakan suatu proses memasukkan nilai atau 
memasukkan sikap ideal yang sebelumnya dipahami 
sebagai sesuatu diluar diri, agar tergabung dalam 
pemikiran, keterampilan dan sikap pandang hidup 
seseorang (Fadhli, 2018:124). Lebih rinci internalisasi 
kaitanya dengan tujuan organisasi, merupakan diterimanya 
tujuan-tujuan organisasi oleh setiap orang dan unit-unit 
dalam organisasi serta keyakinan bahwa tujuan organisasi 




2007:131-133). Semakin tujuan organisasi itu dibenarkan 
dan diyakini menunjukan bahwa program itu menjadi 
sebuah hal yang sesuai untuk dilakukan.  
Dari hasil wawancara yang diperolleh peneliti, 
dapat diketahui terkait internalisasi tujuan organisasi sudah 
terbangun baik dari peserta maupun pelaksana kegiatan 
BID yaitu TPID dengan dibantu pendamping desa. Dari 
segi peserta, mereka menanggapi pelaksanaan BID 
memang sangatlah diperlukan asalkan dilakukan dengan 
baik dan serius, karena melalui kegiatan BID ini bisa 
membuka wawasan desa dalam hal inovasi desa. Mereka 
juga satu suara merespon dengan adanya BID ini membuat 
desa-desa semakin termotivasi untuk menggali potensi 
desa yang ada. Dengan adanya kartu komitmen sebenarnya 
bisa menjadi langkah awal desa untuk memulai ber inovasi 
apabila sudah menemukan inovasi yang sesuai dari menu 
inovasi yang ditampilkan. Dalam hal kelanjutan program 
juga setiap desa memiliki respon yang sama yaitu, 
sebaiknya pelaksanaan BID bisa tetap berlanjut setiap 
tahunya karena memang bisa menjadi fasilitas yang baik 
untuk mengembangkan inovasi desa serta memaksimalkan 
potensi desa yang belum tergali. 
Selain itu temuan dari wawancara peneliti dengan 
pihak pelaksan BID cluster VI juga menyampaikan bahwa, 
kegiatan BID menjadi kegiatan yang sangat penting karena 
jika dilakukan dengan maksimal tentu akan membuat 
perkembangan yang baik dalam mendorong munculnya 
inovasi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat dan kualitas pembangunan desa itu sendiri. 
Dengan demikian, perihal internalisasi tujuan organisasi 
dari BID sudah terbina dengan baik khususnya di cluster 
VI walaupun memang masih ada beberapa aspek dalam 
BID yang belum terlaksana dengan maksimal.  
9. Konflik Kohesi 
Menurut Campbell dalam Sutrisno (2007:131-133) 
dimensi kutub kohesi, yang menunjukan satu sama lain 
saling suka, kerjasama, berkomunikasi penuh dan terbuka, 
dan terkoordinasikan dalam kegiatan. Sedangkan dimensi 
kutub konflik, yaitu perselisihan dalam bentuk kata kata, 
fisik, koordinasi jelek, dan komunikasi yang tidak efektif. 
Ukuran bagaimana kerjasama berjalan dan konflik bisa 
teratasi merupakan hal yang sangat penting dalam 
pelaksanaan BID. Semakin baik koordinasi dan 
komunikasi diantara berbagai pihak yang terlibat dalam 
suatu proses pelaksanaan kegiatan, maka kesalahan-
kesalahan yang akan terjadi sangat kecil (Tinggogoy dkk, 
2018:46). Dengan demikian, komunikasi atau koordinasi 
merupakan variabel yang sangat mempengaruhi 
keberhasilan sebuah program atau kebijakan (Amirudin, 
2018:27). 
Dari hasil wawancara yang diperoleh peneliti, 
perihal koordinasi dan komunikasi pada pelaksanaan BID 
di Kabupaten Bojonegoro secara luas melalui beberapa 
tahapan. Mulai dari tingkat kabupaten dilaksanakan rapat 
koordinasi dengan stakeholder tingkat kabupaten untuk 
menyepakati penjadwalan BID di Bojonegoro dalam 
tingkat claster juga tentunya. Kemudian menindaklanjuti 
kepada TPID dan  pendamping desa memberikan 
pembekalan teknis dan nonteknis tentang pelaksanaan 
BID. Dilakukan koordinasi juga dengan pihak kecamatan 
untuk persiapan lebih teknisnya, untuk undangan ke desa 
juga dikoordinasikan dengan mengetahui langsung camat 
setempat agar peserta bisa maksimal, ada juga sosialisasi 
ke masing masing desa serta pendistribusian menu inovasi. 
Untuk komunikasi dan koordinasi. Dalam lingkup 
pelaksana TPID juga selalu mengadakan koordinasi dan 
komunikasi baik secara online melalui grup serta offline 
dengan mengadakan rapat koordinasi TPID. Penanganan 
teknis ke masing masing desa oleh TPID diserahkan 
kepada pendamping desa dan pihak kecamatan setempat, 
karena TPID memiliki tugas pokok hanya sebagai 
pengkoordinir pelaksanaan BID dan capturing. Namun 
dari pihak TPID juga masih bekerjasama dengan 
pendamping desa dalam melakukan sosialisasi kepada 
masing masing desa tidak sepenuhnya lepas tangan 
diserahkan kepada pendamping desa. 
Meskipun tahapan dan garis koordinasi sudah 
dibuat sedemikian rupa namun dalam pelaksanaanya juga 
masih mengalami kendala khususnya di salah satu 
kecamatan di cluster VI Kecamatan Kedungadem, seperti 
perihal akses kemasing masing desa dan komunikasi antara 
pendamping desa dan pihak desa setempat juga menjadi 
kendala yang berpengaruh langsung terhadap tingkap 
partisipasi dan banyaknya kartu komitmen yang terjaring 
selama kegisatan BID, salah satunya adalah Desa 
Sidomulyo sebagai salah satu desa yang tidak hadir 
menyampaikan bahwa memang tidak menerima informasi 
sama sekali mengenai kegiatan BID baik dari TPID 
maupun pendmaping desa setempat. Hal tersebut juga 
terjadi kaerena kurangnya komunikasi pihak desa dengan 
pihak TPID dan pendamping desa setempat. Selain itu 
pendistribusian menu inovasi sebelum kegiatan BID juga 
belum merata, mengingat beberapa desa yang menjadi 
responden dalam penelitianan ini mereka menyampaikan 
tidak menerima menu inovasi tersebut sebelum kegiatan 
BID. 
 Dalam pelaksanaan BID walaupun beberapa 
peserta merespon dengan baik selama kegiatan, beberapa 
peserta juga mengeluhkan tentang bagaimana jalanya acara 
BID masih kurang terarah dan konsultasi belum berjalan 
dengan maksimal karena keadaan acara yang terkesan 
semerawut. Bahkan salah satu peserta dari Desa Sidorejo 
mengeluhkan pertanyaan pertanyaan mengenai inovasi 
direspon oleh panitia kurang baik seakan kurang begitu 
mengerti perihal poin-poin dari menu inovasi yang 
ditampilkan. Dari temuan tersebut bisa disimpulkan bahwa 
kaitanya dengan konflik kohesi dalam pelaksanaan BID 
sistem koordinasi sudah dipersiapkan dengan baik. Namun 
dalam pelaksanaanya terbilang masih kurang, karena 
dalam hal koordinasi diluar acara masih ditemui kendala 
khususnya komunikasi mengenai kegiatan BID dan proses 
sosialisasi yang belum maksimal. Dalam jalanya acara 
sebagai kegiatan inti dari BID juga masih ditemui kendala 
terkait mobilisasi peserta dan komunikasi ketika sesi 
konsultasi menu inovasi. 
10. Fleksibilitas Adaptasi 
Fleksibilitas adaptasi merupakan tingkat 
kemampuan sebuah program atau kegiatan dalam 
menanggapi tantangan lingkungan, menyesuaikan dengan 
lingkungannya sebagai bentuk kesiapan program dengan 
berbagai respon lingkungan guna mencapai tujuan yang 




133). Dalam lingkungan pekerjaan yang dinamis, beberapa 
tugas semakin sering dikerjakan dalam tim, sehingga 
fleksibilitas sangatlah penting (Henry dalam Sulistyawati, 
2018:698). Pelaksanaan  BID memang mencakup wilayah 
yang luas dan terkait kondisi dan karakteristik masing-
masing desa menjadi sesuatu yang penting untuk 
diperhatikan. Pada tahun 2019 di Bojonegoro, BID 
dilaksanakan dengan sistem cluster yang membagi 
pelaksanaanya menjadi 7 (tujuh) cluster. Tentu hal ini 
dilakukan agar BID bisa menyesuaikan dengan 
karakteristik masing-masing desa di cluster tersebut dan 
juga agar penanganan dalam proses pelaksanaan BID bisa 
tertangani lebih baik.  
Dari hasil wawancara yang diperoleh peneliti, 
sistem cluster menjadi langkah yang lebih baik 
dibandingkan pada BID tahun 2018 yang dilakukan secara 
terpusat dimana keadaan menjadi sulit dikendalikan dan 
penanganan yang sulit. Meskipun demikian, tanggapan dari 
beberapa desa masih menilai dalam pelaksanaan BID 
masih kurang bisa berjalan dengan baik. Seperti yang 
disampaikan oleh salah satu perwakilan desa yang tidak 
hadir dalam BID cluster VI Desa Sidomulyo, bahwa dalam 
hal sosialisasi dan komunikasi misalnya masih belum 
merata. Komunikasi pendamping desa mengenai kegiatan 
BID ini juga terbilang sangat kurang sehingga beberapa 
desa termasuk Desa Sidomulyo tidak memperoleh 
undangan atau informasi mengenai kegiatan BID ini. 
Dalam kaitanya dengan partisipasi seharusnya memang 
dengan sistem cluster ini bisa lebih baik dalam proses 
koordinasi, sosialisasi, dan komunikasi. Namun masih 
ditemui kendala, khususnya disalah satu kecamatan cluster 
VI Kecamatan Kedungadem.  
Dari segi proses pelaksanaan dan kelengkapan 
menu inovasi pada pelaksanaan BID 2019 khususnya 
cluster VI secara garis besar sudah berjalan baik dan sesuai 
dengan arahan Tim Inovasi Kabupaten (TIK). Misalnya 
terkait tahapan pelaksanaan diantaranya dimulai dari pra 
BID yaitu sosialisasi langsung ke desa-desa. Kemudian 
opsi pelaksanaan BID dengan menekankan kunjungan 
menu inovasi sebelum kegiatan dimulai sekaligus 
penjaringan kartu komitmen, dan opsi penjaringan kartu 
komitmen setelah acara. Semua opsi kegiatan tersebut 
semua dijalankan, walaupun masih ada beberapa kendala 
yang terjadi ketika eksekusi proses tersebut. Dalam 
kelengkapan inovasi juga misalnya ada beberapa desa yang 
tidak berkomitmen menyampaikan terkait menu inovasi 
sudah beraneka ragam namun masih belum menemukan 
inovasi yang cocok dan sesuai dengan keadaan desa, hel 
tersebut disampaikan oleh perwakilan peserta dari Desa 
Jipo.  
Dengan demikian, dalam fleksibilitas pelaksanaan 
BID masih berjalan kurang baik. Karena walaupun dengan 
sistem cluster diharapkan agar BID bisa menyesuaikan 
dengan karakteristik masing-masing desa di cluster 
tersebut dan juga agar penanganan dalam proses 
pelaksanaan BID bisa tertangani lebih baik. Namun dalam 
hal sosialisasi dan komunikasi misalnya masih belum 
merata. Pelaksanaan BID melibatkan banyak stakeholder 
khususnya TPID sebagai pelaksana di tingkat kecamatan 
serta sebagai pengkoordinir dibantu oleh pendamping desa 
yang berkoordinasi secara intensif dengan desa, sehingga 
desa bisa berpartisipasi secara maksimal. Gerakan 
pendamping desa dalam berkoordinasi dengan pihak desa 
menjadi hal yang  penting dalam pelaksanaan BID ini 
disamping itu dalam proses konsultasi dan komunikasi 
antara desa dan pendamping desa juga menjadi hal yang 
sangat penting. Salah satu kecamatan yaitu Kecamatan 
Kedungadem memang dinilai masih kurang, selain akses 
lokasi juga komunikasi antara TPID, pendamping desa, dan 
pihak desa mengenai pelaksanaan BID masih kurang, dapat 
dilihat dari tingkat partisipasi desa dan tanggapan beberapa 
desa yang tidak berpartisipasi. Selain itu, dari segi proses 
pelaksanaan dan kelengkapan menu inovasi pada 
pelaksanaan BID 2019 khususnya cluster VI secara garis 
besar sudah berjalan baik dan sesuai dengan arahan Tim 
Inovasi Kabupaten (TIK). 
PENUTUP 
Simpulan 
Dari hasil anlisis mengenai Efektivitas Pelaksanaan 
Bursa Inovasi Desa (BID) di Kabupaten Bojonegoro (Studi 
Pada Bursa Inovasi Desa Cluster VI Tahun 2019) diatas, 
dapat dilakukan penarikan beberapa kesimpulan 
berdasarkan temuan serta data yang diperoleh peneliti 
sebagai berikut : 
Indikator kualitas, pada pelaksanaan BID 
khususnya di cluster VI kualitas dari produk utama yg 
ditampilkan berupa menu inovasi sudah cukup baik. 
Meskipun sudah cukup baik dari segi kualitas menu 
inovasinya, memang masih ada beberapa desa yang tidak 
berkomitmen. 
Indikator produktivitas, Tingkat produktivitas dari 
menu inovasi sudah tersedia dengan baik. Media yang 
ditampilkan juga sudah disesuaikan dengan penataan bilik-
bilik dan penampilan menu inovasi dengan media 
pendukung seperti poster/pamflet, banner, video. Namun 
dari segi produktivitas kartu komitmen bisa dikatakan 
masih kurang/rendah.  
Indikator kesiapsiagaan, Dalam proses persiapan 
BID yaitu pra BID dengan tahapan sosialisasi dan 
pendistribusian menu inovasi belum maksimal dijalankan, 
Dari segi proses pelaksanaan BID, penyampaian menu 
inovasi yang di sediakan belum tersampaiakan dengan 
baik. Dalam penanganan peserta selama kegiatan terutama 
dalam sesi mengunjungi bilik menu inovasi dan konsultasi 
menu inovasi, beberapa desa masih menilai kurang baik. 
Selain itu masih belum adanya seksi/unit khusus yang 
fokus mengatur jalanya acara juga menjadi faktor jalanya 
acara menjadi kurang lancar. 
Indikator efisiensi, Dari segi peserta kegiatan BID 
sudah cukup efisien dilaksanakan walaupun mungkin 
masih ada kekurangan. Sedangkan dari segi pelaksana 
kaitanya dengan pengelolaan anggaran masih ditemui 
beberapa kendala, seperti perihal tunjangan 
kesejahteraan/honor TPID dan juga tentang pemangkasan 
anggaran lainya. Dengan demikian dalam hal efisiensi dari 
segi peserta dan pelaksana BID masih kurang efisien.   
Indikator pertumbuhan, dalam persiapan dan sistem 
sudah mengalami peningkatan yang baik. Namun dalam 




komitmen belum nenunjukan perkembangan yang 
signifikan.  
Indikator Motivasi, Secara garis besar pesrta yang 
hadir sudah termotivasi namun hasil tersebut dirasa masih 
kurang masksimal, jika dilihat dari tanggapan beberapa 
peserta yang tidak mengisi kartu komitmen mengeluhkan 
juga perihal proses jalanya acara yang kurang terarah, 
sehingga konsultasi dan komunikasi belum terlaksana 
dengan baik. Secara otomatis hal tersebut mempengaruhi 
motivasi peserta dalam memilih menu inovasi yang 
ditampilkan.  
Indikator kepuasan, dalam hal kepuasan 
pelaksanaan BID sudah menunjukan kepuasan yang cukup 
dari peserta namun memang masih ada beberapa desa yang 
memberikan penilaian rendah terkait kepuasan selama 
kegiatan. Terkait honor kesejahteraan TPID sebagai tenaga 
pelaksana mengeluhkan masih kurang puas. 
Indikator internalisasi tujuan organisasi, perihal 
internalisasi tujuan organisasi dari BID sudah terbina 
dengan baik khususnya di cluster VI walaupun memang 
masih ada beberapa aspek dalam BID yang belum 
terlaksana dengan maksimal.  
Indikator konflik kohesi,  dalam pelaksanaan BID 
sistem koordinasi sudah dipersiapkan dengan baik namun 
dalam pelaksanaanya terbilang masih kurang karena dalam 
hal koordinasi diluar acara masih ditemui kendala 
khususnya komunikasi mengenai kegiatan BID dan proses 
sosialisasi yang belum maksimal. Dalam jalanya acara juga 
masih ditemui kendala terkait mobilisasi peserta dan 
komunikasi ketika sesi konsultasi menu inovasi.  
Indikator fleksibilitas adaptasi, dalam fleksibilitas 
pelaksanaan BID kaitanya dengan sistem pelaksanaan 
secara cluster masih berjalan kurang baik. Jika dilihat dari 
segi proses pelaksanaan dan kelengkapan menu inovasi 
pada pelaksanaan BID 2019 khususnya cluster VI secara 
garis besar sudah berjalan baik dan sesuai dengan arahan 
Tim Inovasi Kabupaten (TIK). 
Berdasarkan uraian tersebut menunjukan Dari 10 
(sepuluh) indikator penilaian efektivitas, hanya indikator 
kualitas dan internalisasi tujuan organisasi yang 
menunjukan penilaian cukup baik. Penilaian pada indikator 
lainya menunjukan hasil yang masih kurang baik. Secara 
umum kendala yang ditemukan dari analisis hasil 
penelitian adalah proses sosialisasi, komunikasi dan 
koordinasi antar aktor yang terlibat seperti TPID, 
pendamping desa, dan pihak desa berjalan dengan kurang 
maksimal. Selain itu kendala teknis yang muncul selama 
kegiatan berjalan seperti pada mobilisasi peserta dan 
kesiapsiagaan panitia pelaksana, juga dinilai menjadi hal 
yang mempengaruhi output selama kegiatan menjadi 
kurang maksimal. Dari segi internal pelaksana yang 
kaitanya dengan honor kesejahteraan untuk anggota TPID 
juga menjadi kendala tersendiri yang secara manusiawi 




Berdasarkan uraian hasil penelitian diatas mengenai 
Efektivitas Pelaksanaan Bursa Inovasi Desa (BID) di 
Kabupaten Bojonegoro (Studi Pada Bursa Inovasi Desa 
Cluster VI Tahun 2019) peneliti memberikan beberapa 
saran yang bisa dilakukan oleh pihak-pihak terkait, agar 
pelaksanaan BID bisa berjalan lebih efektif, yaitu :  
1. Perlu dilakukan sosialisasi dan komunikasi secara lebih 
merata kepada desa-desa, segala instrumen dalam 
sosialisasi benar-benar harus dikomunikasikan, 
misalnya pendistribusian menu inovasi sebelum 
kegiatan BID seharusnya bisa tersalurkan dengan 
maksimal. 
2. Mempererat koordinasi dan komunikasi antara 
pendamping desa dan pihak desa setempat, baik formal 
maupun non formal mengenai pelaksanaan BID 
3. TPID kecamatan menjalin komunikasi dan koordinasi 
lebih intensif dengan pendamping desa, sebagai 
langkah follow up perkembangan persiapan BID oleh 
pihak desa. 
4. Memperbaiki alur konsultasi menu inovasi untuk 
mengatasi keramaian peserta, misalnya dengan 
menyediakan lebih banyak bilik tampilan menu inovasi. 
5. Penambahan seksi/unit acara dan koordinator lapangan 
dalam kepengurusan BID cluster VI. 
6. Penambahan media bursa seperti poster/pamflet serta 
memastikan setiap desa mendapatkan media bursa 
tersebut. 
7. Penambahan honor kesejahteran khusus kepada 
anggota TPID diluar anggaran oprasional yang tersedia. 
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